KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : 46/KPA.W13-A29/SK.HK2.6/1/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN, GUGATAN, GUGATAN
SEDERHANA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN

Membaca

SETEMPAT, SITA, EKSEKUSI, DAN KONSIGNASI PADA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Undang-undang Nomor: 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
Negara;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2008 jo
Nomor: 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis
Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya,;

Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 jo Keputusan
Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2009
tentang biaya proses penyelesaian perkara dan
pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No.:
KMA/055/SK/X/1996 Tanggal Oktober 1996 dan
Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan
oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 1996 tentang

menafsir biaya perkara perdata;



Menimbang

1.

bahwa pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor :
05 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya, terdapat peningkatan tarif PNBP yang
dipungut oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di Bawahnya, sehingga diperlukan evaluasi
dan penyesuaian terhadap instrumen biaya perkara yang
telah diberlakukan di Pengadilan Agama Pamekasan ;
bahwa panjar biaya perkara terdiri dari biaya perkara dan
biaya proses hal tersebut untuk menciptakan
transparansi biaya perkara perdata di Pengadilan Agama
Pamekasan maka panjar biaya perkara perdata dibuat
standart kerja bagi tiap-tiap perkara tersebut ;

bahwa disamping menetapkan standart panjar biaya
perkara, dipandang perlu juga ditetapkan besarnya biaya
bagi petugas Jurusita/Jurusita Pengganti di dalam
menjalankan tugas kejurusitaannya dengan berdasarkan
pada jarak dan radius tempat yang dituju ;

bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka untuk
menyesuaikan  biaya  panggilan maupun = biaya
pemberitahuan sesuai dengan jarak tempuh berdasarkan
radius yang telah ditetapkan bersama dengan Pengadilan
Agama Pamekasan dan tarif PNBP yang dipungut sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor: S5 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya,
maka diperlukan perubahan terhadap SK Panjar Perkara
di Pengadilan Agama Pamekasan yang telah berlaku
sebelumnya ;

bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
Nomor: W13-A29/630a/HK.05/SK/3/2022 tanggal 01
Maret 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Banding,
Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita,
Eksekusi, dan Konsignasi pada Pengadilan Agama

Pamekasan, ternyata perlu dirubah dan di tetapkan



kembali.

Mengingat

Memperhatikan

Undang- Undang Nomor : 14 tahun 1970 tentang
Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman diubah dengan Undang-Undang
Nomor: 35 tahun 1999 diubah dengan Undang-
Undang Nomor: 4 tahun 2004 dan diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ;

Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor: 03 tahun 2006,
perubahan kedua dengan Undang- Undang
Nomor: 50 Tahun 2009;

Undang- Undang Nomor: 12 tahun 2000 tentang
Bea Meterai;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:
24 Tahun 2000 tentang Tarif dan Bea Materai ;
Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 tahun 2008
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 02 Tahun
2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 42/WKMA-
N.Y/X/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP RI
Nomor: 53 Tahun 2008.

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang
Pemungutan Biaya Perkara;

2. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



KESATU

KEDUA

KETIGA

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan;

4. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor : W13-
A/5132/Hk.05/SE/XII/2012 tanggal 17
Desember 2012 tentang Pengelolaan Biaya
Proses pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor : W13-
A/131/HK.00.8/SK/I/2021 tentang Biaya
Perkara yang dimohonkan Banding pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

6. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor : W13-A/3074/Hk.05/6/2023
tanggal 14 Juni 2023 perihal Biaya Proses / ATK
Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama se

Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Pamekasan tanggal 02 Januari 2023 Nomor : W13-
A29/153/HK.05/SK/1/2023;

Menetapkan Kembali Panjar Biaya Perkara beserta
perubahannya yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam
lampiran surat keputusan ini ;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
: 02 Januari 2025
PENGADILAN AGAMA




Lampiran |l : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DAFTAR RADIUS DAN BESARAN ONGKOS JURUSITA
PADA WILAYAH HUKUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Keputusan Ketua Pengadilan Negerl Pamekasan
Nomor  © 1224/KPN.W14-U7/HK 02/X/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
Nomor  : 1960/KPA W13-A29/HK2 6/X/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024
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ONGKOS JURUSITA

No. Radius Ongkos Jurusita
1 | Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2 1} Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3 m Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
4 v Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
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a Pamekasan,

/ \/
Lm . - S.H. "H.
9790405 200112 1 003

il MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. NI v 0503 200604 1 001



